KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang :

Mengingat :

bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diperlukan adanya
standar pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan
berkualitas;

. bahwa untuk mewujudkan pelayanan yang optimal kepada

masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan
kegiatan terkait, perlu ditetapkan Standar Pelayanan
Publik yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan
pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sarolangun;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang
Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sarolangun;

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6863);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 5357);

. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
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Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum
Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi

Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07
Kpt/01/KPU/V /2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota;
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN.
Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun, yang
merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan
fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun,
yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi, dan
sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi
kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam
penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi
penyelenggara, Masyarakat, maupun aparat pengawasan
dalam penyelenggaran pelayanan Pendidikan kepemiluan..
Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang
meliputi:
1. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
2. Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan.

Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai
dengan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

Penerapan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KETIGA, menjadi tanggung jawab:

1. Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
untuk layanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan
Kepemiluan.

2. Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data
dan Informasi, untuk layanan Pemutakhiran Data

Pemilih Berkelanjutan.
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KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 13 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABUPATEN SAROLANGUN
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG  STANDAR  PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN

STANDAR PELAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1.

Persyaratan

1 | Form permohonan layanan;
2 | KTP Elektronik;

2 Sistem, Mekanisme, dan| 1 |Pemohon layanan meminta layanan
Prosedur kepada PPID;
2 | Kemudian diterima oleh petugas
PPID;
3 | Difasilitasi oleh Staf Sub Bagian
Data dan Informasi untuk
memberikan layanan.
3. | Jangka waktu pelayanan 1 (satu) hari
4. | Biaya/tarif Tidak dikenakan biaya/tarif
5. | Produk pelayanan Data pemilih yang muncul di portal
cekdptonline.kpu.go.id
6. | Penanganan pengaduan, | Pengaduan, saran, masukan, dan
saran, dan | apresiasi terhadap layanan Pelayanan
masukan /apresiasi Data Pemilih dapat disampaikan melalui:
1. Secara  tertulis dengan  mengisi
formulir pengaduan/saran dan
dimasukkan ke dalam Kotak
Pengaduan yang tersedia di Ruang

PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Sarolangun, Komplek
Perkantoran Gunung Kembang
Sarolangun

2. Pengaduan Masyarakat melalui

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSc4AbxbR
MIfpOiDZ4qvzHqgawQksrr8Yaw
XnQTEP8agHt20lA /viewform

Petugas : Dede Riky Satrya, Holid
Telepon (0745) 91002

Whatsapp : 0823 8232 2634
Instagram : @kpusarolangun

Facebook KPU Kabupaten

No koW
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7.

Sarolangun
8. Email
hukumkpusarolangun@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1. | Dasar hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomr 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Sistem Informasi
Data Pemilih.

2. |Sarana dan prasarana, | Media untuk mengakses laman
dan/atau fasilitas www.cekdptonline.kpu.go.id
3. | Kompetensi pelaksana Staf pelaksana yang menangani data

pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran
data pemilih.

4. | Pengawasan internal 1. Pengawasan dari Ketua KPU Kab.
Sarolangun;

2. Sekretaris KPU Kab. Sarolangun;

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data
dan Informasi

2L

Jumlah pelaksana 2 (dua) orang

6. |Jaminan pelayanan Terdaftar dalam data pemilih pada
kapupaten/kota sesuai KTP yang dimiliki
oleh pemohon layanan.

7. |Jaminan keamanan dan |Data pribadi pemohon layanan, sesuai
keselamatan pelayanan elemen yang dibutuhkan dalam
pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai
sebuah data yang rahasia.

8. | Evaluasi kinerja pelaksana | Terfasilitasinya proses pengecekan data
pemilih dan pendaftaran pemilih bagi
pemohon layanan yang belum terdaftar,
dapat diselesaikan sesuai jangka waktu
pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

. 3 ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN AHMAD MUJADDID
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH
MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

NO

KOMPONEN

URAIAN

PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)

1.

Persyaratan

1

2

Diajukan oleh organisasi/institusi
yang berbadan hukum.

Pengajuan permohonan
disampaikan kepada KPU KAB.
SAROLANGUN paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sebelum
pelaksanaan kegiatan;

Jumlah peserta yang akan
mengikuti Layanan  Pendidikan
Kepemiluan minimal adalah 20 (dua
puluh) orang dan maksimal adalah
30 ( tiga puluh) orang;

Pendidikan Kepemiluan dapat
difasilitasi di tahun yang berjalan,
sesuai dengan kuota yang tersedia.
Dalam hal tidak dapat dipenuhi di
tahun tersebut, dapat didaftarkan
untuk diikutsertakan dalam
pelaksanaan di tahun berikutnya;
Pendidikan Kepemiluan dapat
didukung oleh layanan bagi peserta
disabilitas dalam bentuk fasilitasi
Juru Bahasa Isyarat bagi
penyandang Tunarungu dan
penyediaan template braille berisi
informasi Kepemiluan bagi
penyandang Tunanetra.

Sistem, Mekanisme,
Prosedur

dan

. Pengajuan permohonan disampaikan
kepada KPU Kab. Sarolangun paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum
pelaksanaan kegiatan;

. Ketua KPU Kab. Sarolangun
menyampaikan jawaban atas surat
permohonan  Layanan  Pendidikan

|dih. kpu.go.id/jambi/sarolangun




-0-

Kepemiluan tersebut paling lambat 3
(tiga) hari kerja setelah diterimanya
surat permohonan;

Jangka waktu pelayanan

Dalam masing-masing kegiatan Layanan
Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka
waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2
(dua) hari atau setara dengan 16 jam
pelajaran

Biaya/tarif

1. Tidak dikenakan biaya/tarif

2. Pelaksanaan Layanan  Pendidikan
Kepemiluan dibebankan pada DIPA
076 Komisi Pemilihan Umum Kab.
Sarolangun

Produk pelayanan

1. Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui
Pendidikan Kepemiluan di Komisi
Pemilihan Umum Kab. Sarolangun;

2. Penyampaian materi Pendidikan
Pemilih melalui Pendidikan
Kepemiluan di Komisi Pemilihan
Umum Kab. Sarolangun

Penanganan  pengaduan,
saran, dan
masukan /apresiasi

Pengaduan, saran, masukan, dan
apresiasi terhadap layanan pendidikan
kepemiluan dapat disampaikan melalui:

1. Secara  tertulis dengan  mengisi
formulir pengaduan/saran dan
dimasukkan ke dalam Kotak
Pengaduan yang tersedia di Ruang
PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun, Komplek

Perkantoran Gunung Kembang
Sarolangun
2. Pengaduan Masyarakat melalui

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSc4AbxbR
MIfpOiDZ4qvzHqgawQksrr8Yaw
XnQTEP8agHt20lA /viewform
Petugas : Dede Riky Satrya, Holid
Telepon (0745) 91002
Whatsapp : 0823 8232 2634
Instagram : @kpusarolangun
Facebook : KPU Kabupaten
Sarolangun
8. Email
hukumkpusarolangun@gmail.com

No kW

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik
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Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
6863);

3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2013 tentang Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 191);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan
(Berita negara Republik Indonesia
Tahun 2 014 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 320), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan
Kelima atas Peraturan  Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum  Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara
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Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1236) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun
2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang tugas,
fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Tata Kerja
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota(Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 826);

Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Sarana dan prasarana pelaksanaan
pendidikan pemilih meliputi: gedung
pertemuan yang memadai, perangkat
teknologi informasi, materi kepemiluan
yang terstandardisasi, alat peraga
pendidikan  pemilih yang ramah
disabilitas, dokumentasi (alat perekam
dan kamera), sound system, LCD
Projector, Alat Tulis Kantor dan alat
pendukung lainnya.

2. Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi
pemilih disabilitas disediakan di ruang
yang dapat diakses/dilaksanakan di
lantai dasar gedung.

Kompetensi pelaksana

Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh
personil yang berkompeten di bidang
kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota,
Sekretaris dan pejabat struktural di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sarolangun.

Pengawasan internal

Dalam setiap pelaksanaan Layanan
Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan
pengawasan internal yang dilakukan
secara berjenjang, berkala dan
berkelanjutan.

Jumlah pelaksana

S5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan
Umum Kab. Sarolangun dan 10 (sepuluh)
orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kab. Sarolangun.

Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan.

2. Kegiatan Layanan Pendidikan
Kepemiluan dilaksanakan sesuai
jadwal yang telah ditentukan.

3. Kegiatan Layanan Pendidikan
Kepemiluan difasilitasi oleh personil
yang berkompeten serta mendapatkan
penugasan.

4. Materi Layanan Pendidikan
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Kepemiluan yang disampaikan sesuai
dengan  kurikulum yang sudah
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan
Umum Kab. Sarolangun.

5. Kegiatan Layanan Pendidikan
Kepemiluan dilaksanakan di ruangan
yang representatif, memadai dan
aksesibel.

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Layanan Pendidikan Kepemiluan
dilaksanakan di tempat yang telah
dilengkapi dengan sarana dan prasarana
keamanan dan keselamatan pelayanan
meliputi pos keamanan dan pemeriksaan
di pintu masuk yang siaga 24 jam non
stop, sistem keamanan yang dilengkapi
dengan kamera CCTV, kelengkapan
pemadam kebakaran.

Evaluasi kinerja pelaksana

1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan
Kepemiluan oleh peserta dilakukan
disetiap akhir pelaksanaan kegiatan

2. Evaluasi internal dilakukan pada
forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan
Anggota dengan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kab. Sarolangun
dan/atau Rapat Struktural Komisi
Pemilihan Umum Kab. Sarolangun

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID
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